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PEMERINTAH HABUPATEN PE'I'IR'EtATAN
ITINAS PDNI}IIDIKAN IIAN KEBIII}AYAAN

fl. H,AgusSatim - Painan Telp [0756) 21602

sunJtT pERttrNJHN PEI}IBERTITN BtrlfTUtrtI

KEEIATAII:

PEMBANGTINAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIIIH MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

MIffiilTAH IIAEMH IGBUPAIEII ESTSIR SBATA}I

dengan

XEPA[A SEIOI.AH SITHI2 PAIIEU}IE SIIAI

DtrIUtr tr[OKtrSI KIIUSUS FISIII

Nomor

Tanggal

: 14 IN I SARPRAS/ONK.PSMP/S1i'K/DPK.PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

H inr- l{amis tanggal Daabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di
rI:

L tEna

tffin

1 Aknat

kra
ffin
ftsnat

: ELIDARI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H, Agus Salim - painan

tmtuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
disebut PIHAKPERTAHA

L

L
t,

: RIDWAIITD|.Pd

: Kepala UPT SMPN 2 pancung Soat

: Jl.Irluara Sakai fnderapura

dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasart<an Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.

19 Tanggal 30 Januari 2019 yang setanjutnya disebut ATHAKKEDU A,
FErTru[A dan PIHAK KEDITA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

hal-hal sebagai berikut :

L Hrm urdang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanaUon :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
hernudahan sefta menjamin terselenggamnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
rEgara tanpa diskiminasi;



Nomor SPPB
Tongal

: 74fiV/SAKPRASPAKPSM?NNW?K-?S4U2O
: U2April2020

D Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa seuap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intete6ual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal '16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungiawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyamkat;

)' Pasal 46 ayat (2) : pemerintah dan pemerintah Daerah
- anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31

bertanggung jawab menyediakan

ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional, sehingga Pemerintah krupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akes bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengatokasikan Dana Atokasi Khusus (DAK);

3' Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang standar Nasional pendidilon
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

1' Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
tenhng Pehrnjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oteh Panitia pembangunan sekolah secara swaketola
;ang ditetapkan oleh Kepala sekolah penerima atokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5 Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. tt rahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fbik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6' Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melatui Dokumen
Fdaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gdung dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2020);

ini rnenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri datam suatu perjanjian pemberian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

Fd*yarat seperti dalam pasaFpasal di bawah ini :

PenfurianBottust



NonorSPPB
Tangol

: Tq|V|SAR?RAS/D AKpsMpt5t/w,/opK_ps2u20
:02Apfl202A

H"k ,:Hlluju"n
rFEut ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rrt mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
Euna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prcsamna pendidikan sesuai dengan shndar nasionat
1ffion' Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &Har serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

lwn Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunalon untuk
rydesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada sMpN 2 pancung soa!
p mdlputi :

L Rehabilitasi Ruang perpustakaan,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

L EIE waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adatah 120 (seratus dua puluh) hari
Eder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2ozo di
Etrg PIHAK KEDUA.

z ,[ul( IGDUA akan mutai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
hiltat 14 (empat belas) hari katender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
krddikan Tahun Anggaran 2o2o di rekening prHAK KEDUA.

3 &naan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paiing lambat pada tanggal 30 Desember
2m0-

pasal 4
Prinsipprinsip pekerjaan

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 metiputi :

&naan dikerjakan dengan mekanisme swakelota,

lkr4an asas efektifitas, efisiensi, hansparansi dan akuntabiritas,
lurgffinaan partisipasi masyarakat daram pengeroraan kegiatan,

$trarami kualihas pekefiaan dengan bararg yang dihasirkan,

Pemberiat BonAtan



NomorSPPB
Tanggal

: uIV/SARPRASPAKPSMP/flNK/DPK-PS/2.a0
:02.Apfl2020

Pasal 5

Tugas dan Kwajiban para pihak

L ;IIIAI( PERTAMA:

a) l'lenyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

nrelalui safuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka wa6u pelatsanaan
sebagaimana dimakud dalam pasat3.

b) Bertanggung jawab terhadap petatcsanaan progmm DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
lGbupaten.

c) l'lemberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Fendidikan.

@ Melaksanalon monitoring dan evaluas! serb menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

2 PI}IAK KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satnn pendidilon (Sekolah).

b) llembentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2s) ditingkat Satuan pendidikan (Sekotah).
c) ffidaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

PERIA]IIA

d) l'tencatat dan metaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK
PERT.AMA.

Pasal 6
pelalcanaan pekerjaan

frSkraan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

'' 
;IIIAK IGDUA datam metat<sanakan kegiatan harus metibatkan unsur sekolah, komite dan rnasyarakat
3El'anai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L tDlAl( IGDUA daiam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
&t Fetunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan sefta peraturan perundang-urdangan yang terloi!

c' rlHll( TGDUA membuat lapomn secam berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
hf"da PIHAKPERTAMA,

ErAt( KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK pERTAlrtA dokumentasi pekerjaan,
$onn kenajuan pekerjaan dan kelengkapan administasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
ElAl( IGDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran datam buku kas serta
Fporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f,lAl( XEDUA berkewaiiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
ftnaan pekerjaan serta menyimpan buhi-bukti setoran dan famur pajak sesuai dengan peraturan
Ftfihqr-undangan,

Penberian Bantuon



NonorSPPB
Tanggal

: 1 4/IVISAKPMS/D AKP SMPNNT'/DPK-P52020
: 024fn12020

|, ?!HAI( IGDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

&rangkan dalam Berita Aora Serah Terima pekerjaan,

L tlHfX IGDUA waiib menyimpan seturuh dokumen pelatcanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

Ipgann 2020,

t tlrlAl( XEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengetotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Mdikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

r. [Bn pengawasan/pemeriksaan dan pengendatian pekerjaan, PIHAK PERTAHA dibantu oleh tenaga

ffitor yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L 
'!HAI( 

PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
brnntnn pela ksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L [nX Hsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
@frA sebesar Rp. 115.0@.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

r) Rehabilitasi ruang perpushkaan = Rp. 115.000.000,-

Z ttsIa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunalon untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
hsd2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Itsrgahrran penyaluran dana sebagaimana dimaksud datam PasalS ayat (1) sebagai berikut :

L Tilnp r : 25o/o (Dua puluh Iima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setetah perjanjian ini
&ndatangani kedua belah pihak besefta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAITiA,

IL T*ry Il:45o/o (Empat puluh tima perseratus) dari keseturuhan dana swakelota apabila pekerjaan telah
rmpai tlobot 209o (Dua puluh perserahs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
gehrjaan,

L TdEP III : 300,6 (Iiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana sruakelola apabita pekerjaan telah

-upai bobot 650lo (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

tsmalnn pekerjaan.

fupjiot P enberion Bantuot



Nanor SPPB
Ta;tggal

: 1$VISARPMS/DAKPSMP/flIVWDPK-PSP020
: 02April2020

e panbqBran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK IGDUA dengan rincian sbb :

lEna Rekening :

lbmr Rekening : t9O3.O2lO.Ot642-5

lkrn Bank : Bank Nagari Cabang pembantu fnderapura

Pasal 1O

Force Majeure

fuce Majeure adatah suafu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

dfidarlon sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sepefti bencana

&n, epidemilg peperangan, pemogoka n, sabobse, pem beronta kan/kerusu ha n.

L f@la terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
PETTAI{A secara tertulis selambat-lambatnya datam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Erpdinya force maleure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarkan oteh pihak berwenang.

ffisarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalarn ayat (2)
* PIHAK PERIAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
alar rnenolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

fFb$a permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

&*an perubaha n perja njia n seda ng kan perjanj ian awal d inyatakan batal.

Pasal 1l
Sisa Dana

r@fa PIHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qmdon untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK pERTAlrlA,

& dsa dana tidak digunakan untuk penambahan votume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
#ndos kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungiawaban

Anrx KEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

EFan kepada PIHAK PERTAHA.

ENAI IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

H ldengkapan administrasilainnya pada tahapan pencairan dana.

PcmbrlanBantwn



Nomor SPPB
Tanggal

: 1 4/NfrARPRAS/D AK.PSMP/flNI(PPK-PSP.U2O
:02A?ri12020

I r:r pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
EfflA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari katender terhitung saat setesainya pelaksanaan

FEr, dilampiriantara lain :

d erfa Acara Serah Terima,

t Afi pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

FlgElnran lainnya,

O Ei setoran pajal$

a Ei Eknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

t' E ddam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

tsthEl prp berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pIHAK PERTAITIA

. :E sedhak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

L hsadperrghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib
F!rPq**n seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan
Erzr perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

E Srrt FerFnjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Ei Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

bi oJqrp dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,,
!- ItT SHPN 2 pancung Soal

1$50620

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

&*mfuttuot


